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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan antar negara merupakan hal sangat penting dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem interaksi internasional. Dalam kerangka hubungan internasional, adanya kepentingan yang sama membuat suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan internasionalnya. Setiap negara memiliki kecenderungan menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain yang memiliki kesamaan budaya dan mengambil jarak dengan negara-negara yang memiliki perbedaan budaya. Hal ini membuat negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama.

Penggolongan bagian-bagian dunia atas kawasan-kawasan dan sub-kawasan atau penggolongan regional itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, seperti faktor geografi, sosiologis, politis, keterikatan atau kemitraan terhadap masalah dan perkembangan kawasan. Kombinasi dari faktor-faktor itulah yang melatarbelakangi lahirnya Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang berbentuk integrasi multisektoral. Bidangnya mencakup bidang ekonomi, industri, politik, hak-hak warga negara, dan politik luar negeri negara-negara anggotanya.

Swiss merupakan negara yang berada di kawasan Eropa dan telah lama menjalin hubungan dengan Uni Eropa. Hubungan ini telah berlangsung lama dan sangat intensif. Konfederasi Swiss yang secara geografis berada di tengah-tengah negara yang tergabung dalam Uni Eropa, secara langsung maupun tidak langsung berhubungan secara erat dan berintegrasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Swiss dan negara-negara tetangganya (negara anggota Uni Eropa) saling membagi dan berbagi budaya, adat-istiadat, bahasa serta ekonomi. Secara formal hubungan yang ada diantara Swiss serta Uni Eropa diatur dalam berbagai traktat  yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada negara yang mempunyai perjanjian dengan Uni Eropa sebanyak yang dimiliki oleh Swiss.

Perjanjian antara pemerintah Swiss dengan Uni Eropa terjadi pertama kali terjalin ketika Uni Eropa menandatangani Traktat Paris tahun 1952 yang membentuk European Coal and Steel Community (Masyarakat Batubara dan Baja Eropa). Tujuan penandatanganan traktat ini adalah untuk mewujudkan suatu pasar bebas terutama dalam bidang batubara dan baja.

Awal era 90-an Switzerland berpartisipasi dalam negosiasi perjanjian European Economic Area (EEA). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Swiss pada 2 Mei 1992
, namun pada referendum yang diadakan pada tanggal 6 Desember 1992, masyarakat Swiss menolak ratifikasi dari perjanjian EEA.
 Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, pemerintah konfederasi Swiss memutuskan untuk menunda negosiasi untuk memasuki EEA sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, tetapi aplikasi yang diajukan oleh pemerintah Swiss tetap terbuka.
 Penolakan masyarakat Swiss membuat pemerintah Swiss kehilangan mekanisme dialog politik tingkat tinggi dengan Uni Eropa dan membuat pemerintah Swiss tidak mempunyai suatu struktur dialog politik dengan Uni Eropa, tetapi dengan adanya misi permanen pemerintah Swiss terhadap komunitas di Kota Brussel dan adanya perwakilan setiap negara anggota Uni Eropa di Kota Bern
, membantu Swiss dalam melakukan dialog politik.   

Dalam meminimalisasi efek negatif konsekuensi yang ada sebagai akibat dari penolakan rakyat Swiss terhadap ratifikasi perjanjian EEA, pemerintah Swiss melakukan berbagai perjanjian. Perjanjian-perjanjian tersebut mencakup 7 sektor yaitu :

1. Agreement between the European community and is member States, of the one part, and the Swiss confederation of the other, on the free movement of persons.

2. Agreement between the European community and the Swiss confederation on air transport.

3. Agreement between the European community and the Swiss confederation on the carriage of goods and passangers by rail and roads.

4. Agreement between the European community and the Swiss confederation on trade and agricultural products.

5. Agreement between the European community and the Swiss confederation on mutual recognition in relation to conformity assessment.

6. Agremeent between the European community and the Swiss confederation on certain aspects government procurement.

7. Agrement on scientifict and technological cooperation between the European communities and the Swiss confederation.


Sektor-sektor ini menjadi jembatan bagi Swiss dan Uni Eropa untuk tetap menjalin hubungan dengan Uni Eropa untuk jangka waktu yang panjang. Pemerintah administrasi Swiss sampai saat ini belum meninggalkan kebijakan jangka panjangnya, yaitu untuk mengintegrasikan Swiss dengan Uni Eropa. Tetapi Swiss telah melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam pembuatan departemen bersama, yaitu Departement of Foreign and Economic Affairs. Pada saat ini Uni Eropa, sedang melakukan perluasan di kawasan Eropa dan Swiss pun berada di kawasan Eropa.

Perluasan Uni Eropa bertujuannya untuk menyatukan kembali Benua Eropa dan mengkonsolidasikan perdamaian dan demokrasi yang memungkinkan masyarakatnya dapat berbagi manfaat dari kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh integrasi Eropa.
 

Karena kapasitasnya yang selalu sebagai objek politik, ekspansi (perluasan) dimaksudkan untuk mendukung demokrasi dan pasar bebas di Eropa Timur dan Tengah, yang tadinya kediktatoran terpusat. Tujuan yang lain adalah menciptakan zona stabilisasi di daerah timur UE.
 

Sejak didirikannya pada tahun 1952, Uni Eropa telah mengalami beberapa kali perluasan. Enam negara penandatangan European Community atau EC yaitu Belanda, Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg dan Jerman. Keenam negara itu melakukan kerjasama dengan membentuk ECSC untuk mempermudah terciptanya ekonomi negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia II.

Perluasan Eropa yang pertama, yaitu dengan masuknya negara Denmark, Irlandia dan Inggris. Ketiga negara tersebut bergabung dengan EC karena keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh EC. Perluasan tersebut makin diperlebar dengan masuknya negara-negara yang berada di wilayah Mediterania yang pada saat itu memiliki perekonomian yang sangat rendah. Negara-negara tersebut adalah Yunani, Portugal dan Spanyol.

Perluasan atau enlargement tersebut semakin luas dengan memasukan negara-negara Eropa Timur, seperti Austria, Finlandia, Swedia pada tahun 1995. Dan selanjutnya sebanyak 13 negara telah mengajukan permohonan sebagai negara Uni Eropa (periode 1994-1996) dan negosiasi-negosiasi sedang berlangsung sebagai proses untuk dapat diterima sebagai negara anggota. Negara-negara itu adalah Bulgaria, Siprus, Republic Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Romania, Slovakia, Slovenia dan Turki. Dibagi dalam dua gelombang, hanya sepuluh negara yang termasuk dalam gelombang pertama pada Mei 2004 nanti. Untuk Romania dan Bulgaria diharapkan bisa bergabung pada gelombang berikutnya karena dinilai tidak bisa memenuhi persyaratan UE dalam bidang ekonomi. Sedangkan Turki bahkan tidak memiliki kepastian apakah bisa menyusul pada gelombang berikutnya.

Setiap negara calon anggota bergerak maju untuk memperoleh keanggotaan ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang tergantung dengan situasi dan kondisi dinegaranya. Untuk menjadi negara Uni Eropa, negara tersebut harus memenuhi kriteria yang tepat melalui serangkaian perundingan yang bertahap.

Pada 1993, pertemuan Dewan Uni Eropa di Kopenhagen, pada bulan Juni menyatakan bahwa proses perluasan akan berlangsung secepatnya dan negara-negara yang bersangkutan harus mampu memenuhi kewajibannya terutama dalam bidang ekonomi dan politik sesuai dengan yang di syaratkan oleh UE.

Pertemuan dewan UE di Madrid pada tahun 1995 menyatakan, bahwa setiap kandidat negara harus mampu menyesuaikan struktur administrasi, sehingga peraturan –peraturan Uni Eropa tidak hanya mencakup pada lingkup nasional saja, tapi juga diterapkan secara efektif melalui peraturan yang memadai dalam bidang administratif dan hukum. Hal ini merupakan kewajiban mengenai kepercayaan dalam keanggotaan Uni Eropa. Dan pertemuan dewan Uni Eropa di Helsinski pada tahun 1999 menambahkan bahwa negara-negara kandidat harus membagi nilai-nilai dan tujuan dari Uni Eropa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Dan bagi kandidat negara yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah mengenai perbatasan dan memberi perhatian lebih pada standar keamanan nuklir yang tinggi secara kriteria tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Stabilitas dari lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, berlakunya hukum dan hak-hak asasi manusia, serta rasa hormat dan perlindungan terhadap golongan minoritas (kriteria politik).

2. Adanya ekonomi pasar yang berjalan maupun kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar dalam wilayah Uni Eropa (kriteria ekonomi).

3. Kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai anggota, termasuk kesediaan untuk memenuhi tujuan dari penyatuan politik, ekonomi dan moneter (kriteria mengenai pengadopsian perundang-undangan Masyarakat Eropa)

Perluasan Uni Eropa mengundang kebijakan negara-negara lain di Eropa yang bukan anggota Uni Eropa di kawasan Eropa untuk bergabung, seperti sejumlah negara eks anggota Uni Soviet. Namun, terdapat sejumlah negara yang hingga saat ini masih belum mau untuk bergabung dengan Uni Eropa dan menjadi anggota Uni Eropa, seperti halnya Swiss. Swiss sebagaimana diketahui memiliki kebijakan untuk menjaga netralitasnya dalam melakukan hubungan dengan negara lain juga di kancah Internasional. 

Dengan kenyataan seperti ini tentunya dapat dipertanyakan kembali mengenai kebijakan netral yang dimiliki oleh Swiss. Dengan memiliki rencana jangka panjang untuk mengintegrasikan diri ke Uni Eropa, lalu bagaimana dengan kelanjutan dan implementasi dari konsep netral itu sendiri?

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisis permasalahan ini lebih dalam lagi, maka penulis memberi judul tulisan ini adalah: “KEBIJAKAN NETRALITAS DALAM KONTEKS  EUROPEAN UNION ENLARGEMENT”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan netralitas Swiss dalam konteks perluasan Uni Eropa?

2. Bagaimana konsep European Union Enlargement?

3. Bagaimana implikasi dari kebijakan netral Swiss terhadap European Union Enlargement?

1. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk membatasi permasalahan ini pada ratifikasi Schengen Treaty pada bulan Juni  2005 yang menandakan kebijakan netral Swiss yang butuh kajian lebih lanjut. Di sisi lain Swiss yang berada di tengah-tengah kawasan yang terkesan terkepung oleh dinamika Uni Eropa. Hal ini menimbulkan kajian tersendiri bagi upaya European Union Enlargement. Pembatasan waktu yang dipilih yaitu sejak keikutsertaan Swiss dalam  Schengen Treaty pada tahun 2005 sampai sekarang.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini digunakan untuk memudahkan penganalisaan yang berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana kebijakan netralitas Swiss dalam menghadapi konsep European Union Enlargement yang di lain pihak menandatangani Traktat Schengen? ”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan netral Swiss di Uni Eropa dan dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut bagi upaya perluasan negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan objek yang penulis angkat sebagai bahan penelitian maka penulis mengemukakan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan netralitas Swiss dalam konteks perluasan Uni Eropa.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep European Union Enlargment.
c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari kebijakan netral Swiss dalam konteks perluasan Uni Eropa dengan menandatangani Traktat Schengen terhadap European Union Enlargement.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menambah pengetahuan dalam hal studi kawasan, dan organisasi regional. Diharapkan sebagai satu perwujudan dari aplikasi penerapan disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya pokok bahasan Hubungan Internasional Kawasan yang mengkaji tentang netralitas yang terbentuk pada kawasan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap negara-negara lain. 

b. Untuk para akademika yang memiliki ketertarikan pada apa yang penulis teliti. Sebagai hasil penelitian, diharapkan akan dapat berguna sebagai sumber referensi bahan untuk mengembangkan studi hubungan internasional yaitu  memberikan gambaran bagi penulis mengenai bagaimana implikasi dari kebijakan netralitas Swiss terhadap upaya European Union Enlargment.

c. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Pergaulan internasional yang sudah tidak lagi mengenal batas, membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi setiap negara. Pergaulan internasional dalam konteks Hubungan Internasional meliputi beberapa segi hubungan. Secara umum hubungan Internasional bermakna sebagai interaksi aktor-aktor yang aksi maupun kondisinya memberi dampak penting bagi aktor lain diluar batas yuridiksi politik mereka.
 Dalam hal ini Holsti memberi deskripsi tentang Hubungan Internasional:

Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan nilai dan etika internasional.

Karen A. mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam percaturan politik Internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi-organisasi internasional, baik yang beranggotakan pemerintah maupun kelompok-kelompok non pemerintah, kesatuan-kesatuan sub nasional seperti birokrasi, pemerintah daerah dan perorangan-perorangan pribadi.

Dari pengertian tersebut menunjukan bahwa adanya hubungan antar berbagai negara didasarkan pada kepentingan yang sama. Adanya kesamaan kepentingan dan latar belakang negara-negara yang terletak dalam satu regional mendasari dibentuknya Uni Eropa, sehingga Uni Eropa merupakan organisasi regional yang terdiri dari negara-negara yang berada dalam satu kawasan yang sama yaitu Eropa. Dalam konteks kawasan Eropa ini terdapat konsep tentang regionalisme. Adapun mengenai regionalisme memiliki pengertian sebagai berikut:

“Regionalisme adalah konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerjasama melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah fungsional, militer, dan politik. Regionalisme memberikan hampiran menengah untuk mengatasi permasalahan, yaitu berada di unilateralisme dan universalisme”.

Dalam regionalisme terdapat adanya kerjasama antar negara melalui dibentuknya suatu organisasi. Setiap negara dalam Uni Eropa melakukan kerjasama untuk memenuhi tujuan dan kepentingan nasionalnya. Adapun pengertian Kerjasama Internasional sebagai berikut:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdepedensia dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national understanding  dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.

Untuk melakukan suatu kerjasama harus disesuaikan dengan sistem internasional, karena sistem internasional merupakan faktor yang sangat  menentukan pola interaksi aktor-aktor negara. Sistem internasional memiliki pengertian sebagai berikut: 

Any Collection of independent political entities that interact with considerable frequency and according and regularize processes in a general setting in which international relations occur at system level encompasses all international interactions, regional system, and overall distribution of power between States.

Sehingga memunculkan keterkaitan antara kerjasama regional dan integrasi yang terjadi di suatu kawasan yaitu kerjasama regional merupakan awal  terciptanya suatu integrasi. Integrasi merupakan penggabungan, peleburan, perpaduan dari yang berbeda dalam suatu sistem atau harmoni. Dalam arti luas dimaksud sebagai bentuk kerjasama yang erat dan luas dalam bidang ekonomi, politik dan militer.

Interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional melibatkan macam-macam aktor. Menurut Daniel S. Papp (1988) aktor partisipan hubungan internasional meliputi: (1) Nation-state (negara-bangsa), (2) Organisasi internasional yang berkaitan dengan pemerintah (IGO), (3) Organisasi internasional non pemerintah (NGO), (4) Perusahaan Multinasional (Multinasional Corporation-MNC), (5) Individu-individu dan aktor-aktor lain.

Integrasi yang terjalin karena adanya interaksi, diwujudkan dalam bentuk organisasi internasional. Organisasi internasional mengandung pengertian sebagai berikut:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”.

Theodore A. Coloumbis dan James H. Wolfe mengemukakan klasifikasi tentang organisasi internasional, yang terbatas pada International Government Organization (organisasi antar pemerintah) menjadi empat kategori besar yang didasarkan pada keanggotaan dan tujuan yaitu:

1. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan global dengan maksud dan tujuan umum. Contohnya, LBB dan PBB yang memiliki ruang lingkup global, dan berfungsi dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan hak asasi manusia, kebudayaan, dan sebagainya.

2. Organisasi internasional antar pemerintahan dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Dikenal sebagai organisasi internasional yang fungsional dengan fungsi khusus. Contohnya, badan khusus PBB (ILO, WHO).
3. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Bidangnya luas, misalnya dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Contohnya Masyarakat Ekonomi Eropa yang sekarang dikenal dengan Uni Eropa.
4. Organisasi antar pemerintahan dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi ini bergerak pada satu bidang khusus. Contohnya, North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Peran organisasi internasional menurut Clive Archer adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen, yaitu alat untuk mencapai tujuan tertentu. European Community (EC) sebagai instrumen untuk membangun perekonomian yang hancur akibat perang dunia II.

2. Sebagai arena (wadah), yaitu sebagai wadah untuk berdiskusi. Negara-negara anggota Uni Eropa saling membahas permasalahan negaranya dalam organisasi internasional Uni Eropa.

3. Sebagai aktor organisasi internasional, yaitu dapat bertindak sendiri dan lepas dari tekanan luar organisasi, hal ini sesuai dengan fungsi dari Uni Eropa.

Organisasi internasional Uni Eropa yang merupakan perwujudan dari kerjasama regional yang bertujuan untuk mempersatukan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Perluasan Uni Eropa merupakan “The EU’s commitment is based on the conviction that enlargement is a historic opportunity for creating a stronger, wider, more stable Europe”
 yang lebih dikenal dengan enlargement.

Perluasan Uni Eropa dari awal pembentukan European Community atau masyarakat Eropa sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali perluasan. Negara anggota EC atau UE dari hanya 6 negara sampai sekarang telah berjumlah 25 negara.

Dalam proses tersebut dimaksudkan untuk menggabungkan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Swiss sebagai negara yang berada di kawasan Eropa tetapi bukan merupakan negara anggota Uni Eropa. Masyarakat Swiss memilih untuk tidak bergabung dengan Uni Eropa, kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa hanya pemerintah Swiss yang akan diuntungkan bukan masyarakat Swiss apabila bergabung dengan UE. 

Kebijakan yang diambil Swiss ini tidak mendukung ataupun melarang perluasan Uni Eropa, karena walaupun tidak secara formal Swiss bergabung dengan Uni Eropa tetapi Swiss melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Hal ini berarti Swiss berkebijakan netral. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai suatu sasaran.

Adapun pengertian netralitas atau netralitet antara lain sebagai berikut:

Netralitet menunjukan kebijakan suatu negara yang tidak turut mencampuri sesuatu dan tidak memusuhi. Tetapi teknis netralitas menunjukan sejumlah hak-hak, kewajiban serta privilege-privilage dalam hukum internasional, yang harus dihormati oleh pihak-pihak netral lainnya.

Adapun kebijakan netralitas Swiss dalam hal ini meliputi kebijakan netralnya dalam aspek defence (keamanan), economic (ekonomi) dan foreign (kebijakan luar negeri). Kebijakan netral Swiss dalam aspek keamanan, terjadi semenjak Swiss tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi pada era PD I dan PD II, sikap netral Swiss pun lebih dikukuhkan dengan bergabungnya Swiss dalam Liga Bangsa-Bangsa.
Dalam aspek ekonomi, Swiss tidak ikut bergabung dengan European Community yang telah ada sejak tahun 1957. Berbagai program yang dilakukan negara-negara Eropa yang tergabung dalam EC tidak dilakukan Swiss. Dengan demikian otomatis hubungan Swiss dengan negara luar pun tidak terbuka, bahkan kecenderungan tertutup. 

Sedangkan dasar rasionil dari netralitas menurut J.G Starke adalah sebagai berikut:
1. Bahwa netralitas menetralisir peperangan.

2. bahwa netralitas mengurangi peperangan.

3. bahwa netralitas memungkinkan negara-negara menjauhi diri dari peperangan.

4. bahwa netralitas menertibkan hubungan internasional.

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menarik sebuah hipotesis yaitu: 

“Kebijakan Swiss tetap berpijak pada kebijakan netralitasnya termasuk dalam konteks European Union Enlargement dan diperkuat dengan traktat Schengen dan Dublin.”
Untuk lebih memperjelas dan mempermudah dalam memahami hipotesis, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Negara Swiss menerapkan kebijakan Netralitasnya namun meskipun demikian, Swiss tetap aktif dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan negara tetangganya.

2. Traktat Schengen merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara anggota Uni Eropa yang didalamnya mengatur tentang freedom of movement (mengatur tentang kebebasan bergerak bagi manusia, barang, jasa dan modal).

3. Swiss merupakan negara non-anggota Uni Eropa yang menandatangani Traktat Schengen.

4. Perluasan yang dilakukan oleh Uni Eropa bertujuan untuk mempersatukan negara-negara yang berada di kawasan Eropa dan untuk memajukan perekonomian negara-negara anggotanya.

3. Tabel Operasionalisasi Variabel

	Variabel
	Indikator
	Konsep Analisis

	Variabel Bebas:
Kebijakan Netralitas Swiss Terhadap Upaya Perluasan Uni Eropa
	1. Kebijakan Netralitas Swiss: Defence, Economic, Foreign.
2. Traktat Schengen dan Dublin
	1. Data tentang tidak bergabungnya Swiss dalam berbagai konflik selama PD I dan PD II (kebijakan netral Swiss dalam defence). Tidak bergabungnya Swiss dalam European Community tahun 1957 sampai dengan sekarang yang dikenal dengan Uni Eropa (kebijakan netral Swiss dalam aspek ekonomi). Ketidakikutsertaan tersebut mencerminkan adanya sikap netral Swiss dalam aspek kebijakan luar negeri
2. Data tentang bergabungnya Swiss dalam Traktat Schengen melalui referendum tahun 2005 dan Traktat Dublin yang mengatur tentang asylum melalui penandatanganan perjanjian bilateral pada 1 Oktober 2004 

	Variabel terikat:
European Union Enlargement
	3. Tahap-tahap Perluasan Uni Eropa
4. Keanggotaan Uni Eropa
	3. Data tentang tahap-tahap Perluasan Uni Eropa
4. Data tentang keanggotaan Uni Eropa
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E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode reduksionis.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang menggunakan  metode deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan secara sistematik suatu peristiwa atau masalah yang menjadi topik kajian secara sistematik dan mengandalkan analisa terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dari sudut pandang sebab akibat serta dari penyusunan data. Dalam pelaksanaannya, metode ini tidak hanya membatasi pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut. Oleh karenanya metode ini sering disebut sebagai metode deskriptif analitis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui: Library Study (Studi Kepustakaan) yaitu usaha mencari dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur dan referensi, baik yang bersumber dari buku, laporan, surat kabar, ensiklopedia, arsip-arsip, internet, dokumen, maupun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penulis mempelajari dokumen dan data dari tulisan-tulisan tentang perluasan Uni Eropa dan kebijakan netral Swiss. Dokumen tersebut berasal dari Perwakilan Uni Eropa di Jakarta dan dari media lain seperti majalah, surat kabar dan internet. Sumber dari internet yang dipakai dalam penelitian ini adalah atas dasar rekomendasi dari Perwakilan Uni Eropa di Jakarta. Dari data yang diperoleh, penulis mencoba menjelaskan kebijakan dan tindakan Swiss terhadap perluasan Uni Eropa.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mendatangi lokasi-lokasi penelitian sebagai berikut:

a. European Union (Uni Eropa)

Wisma Dharmala Sakti, 16th floor.

Jl. Jend. Sudirman No. 32 Jakarta.

b. Kedutaan Besar Swiss di Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 3/2, Kuningan Jakarta

c. Perpustakaan Center for Strategic and International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta.

d. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

e. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit Bandung
2. Lamanya Penelitian

Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak bulan Maret sampai Agustus 2006. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.


G. Sistematika Penulisan 

BAB I
PENDAHULUAN


Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis tentang masalah yang penulis teliti.

BAB II

KEBIJAKAN NETRALITAS SWISS TERHADAP UPAYA PERLUASAN UNI EROPA


Bab ini menguraikan tentang aspek-aspek kebijakan netral Swiss dalam menghadapi program perluasan Uni Eropa.

BAB III
EUROPEAN UNION ENLARGEMENT


Bab ini akan menguraikan secara umum mengenai program perluasan Uni Eropa berdasarkan urutan waktu dan jumlah negara anggota yang bergabung.

BAB IV
KEBIJAKAN NETRALITAS SWISS TERHADAP UPAYA PERLUASAN UNI EROPA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EUROPEAN UNION ENLARGEMENT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai dampak positif dan negatif dari kebijakan netralitas Swiss terhadap upaya perluasan Uni Eropa.

BAB V
KESIMPULAN


Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil.
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